
  

  

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 49 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020, maka perlu 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569), 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952),



  

10. 

11. 

La 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568), 
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13, 

14, 

15, 

16. 

La 

18. 

19. 

20, 

21. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

tentang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 

24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Peraturan Pemerintah Nomor 

DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

2005 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

Republik Indonesia Tahun Nomor 48, Tambahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 

Indonesia Nomor 4575), 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

  
  
KARO Plt. YABAN 
HUKUM KEUANYAN ASISTEN SEKDA 
  

      
2 

    T
P
 w 

  

UV 
 



22. 

23. 

24. 

25, 

26. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057), 

28.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

29. 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
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Menetapkan 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541), 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 718), 

32. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E), 

33. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 03), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 

GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.081.155.400.749,51 

berkurang sejumlah Rp289.043.623.939,59 sehingga menjadi 

Rp1.792.111.776.809,92 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

  

  

1. Semula Rp. 2.081.155.400.400.749,51 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (289.043.623.939,59) 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan Rp. 1.792.111.776.809,92 
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b. Belanja 

1. Semula Rp. 2.081.155.400.749,51 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. (236.304.900.844,97) 

Jumlah Belanja setelah 

  

  

Perubahan Rp. 1.844.850.499.904,54 

Surplus/ (Defisit) 

Setelah Perubahan Rp. (52.738.723.094,62) 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan 

a) Semula Rp. 0,00 

b)Bertambah/(berkurang) Rp.  62.738.723.094,62 

Jumlah Penerimaan 

  

  

  

setelah perubahan Rp. 62.738.723.094,62 

2. Pengeluaran 

a) Semula Rp. 0,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran 

setelah perubahan Rp. 10.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah 

perubahan Rp. 52.738.723.094,62 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Setelah perubahan Rp. 0,00 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini. 
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Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini. 

Pasal 6 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan. 

Pasal 7 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal $50ktober 2020 
GUBERNUR (ORA TALO, 

      S7 
. 

/ - 

Ka HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAFRA 

5 Oktober ,- 2020 
INSI GORONTALO,    

     
DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

PERUNDANGAN UNDANGAN
Typewritten text
5 Oktober

PERUNDANGAN UNDANGAN
Typewritten text
5 Oktober


